
Menimbang: 

Mengingat 

I SALINAN 

WALi KOTA SIBOLGA 

PROVINS! SUMATERA UTARA 

PERATURAN DAERAH KOTA SlBOLGA 
NOMOR 3 TAHUN 2020 

TENTANG 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 
KOTA SIBOLGA TAHUN 2020-2025 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA SIBOLGA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor IO Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah 
Nomor 50 Tahun 2011  tentang Rencana lnduk 
Pembangunan Kepariwisataan Nasional, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Rencana Jnduk Pembangunan 
Kepariwisataan Kota Sibolga Tahun 2020-2025; 

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam 
Linglrungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun I 956 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
I 092); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 1 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4966); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 

5. Undang-Undang... 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011  tentang 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 
125); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang 
Pemberian lnsentif dan Kemudahan lnvestasi di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6330); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Betita 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 5 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteti Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Betita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana lnduk Pembangunan 
Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Betita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 

2018 tentang rencana lnduk Pembangunan Kepariwisataan 
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Nomor 43); 

1 I. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kota Sibolga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 
Sibolga Tahun 2010 Nomor IO); 

12. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah 
Kota Sibolga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota 
Sibolga Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Sibolga Nomor 14); 

13. Peraturan... 



13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga Tahun 
2017-2037 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2018 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 
15). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA 

DAN 

WALi KOTA SIBOLGA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA TENTANG RENCANA 
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA SIBOLGA 
TAHUN 2020-2025. 

BAB 1 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
I. Kota adalah Kota Sibolga. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga. 

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat Daerab 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 
disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Sibolga. 

5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
OPD, adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Kota 
Sibolga. 

6. Dinas adalah perangkat Daerah sebagai unsur pembantu 
Wali Kota dan DPRD yang melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi di bidang kepariwisataan yang menjadi kewenangan 
Daerah. 

7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 
didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan 
oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah 
Daerah. 

8. Kepariwisataan adalab keseluruhan kegiatan yang terkait 
dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta 
multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap 
orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan 
masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, dan pengusaha. 

9. Daya .... 



9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki 
keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa 
keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan 
manusta yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan 
wisatawan. 

10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh 
seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi 
tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan 
pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang 
dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

11 .  Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

12. Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut 
Destinasi Pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada 
dalam satu atau lebib wilayab administratif yang di 
dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, 
fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang 
saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan. 

13. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk 
menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk 
wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk 
mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku 
kepentingannya. 

14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyecliakan barang 
atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 
penyelenggaraan pariwisata. 

15. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang 
saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau 
jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam 
penyelenggaraan pariwisata. 

16. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur 
beserta jaringannya yang dikembangkan secara 
terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemeri.ntah Daerah, 
swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan 
mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan 
guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan 
di bidang Kepariwisataan. 

17. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu 
Iingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum 
dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian. 

18 .  Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara 
khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan 
kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam 
melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata. 

19. Destinasi.... 



19. Destinasi Pariwisata Kola yang selanjutnya disingkat DPK 
adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau 
lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya 
tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, 
aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan 
melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 

20. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota, yang selanjutnya 
disingkat KPPK, adalah suatu ruang pariwisata yang 
mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan 
dengan komponen Kepariwisataan, serta memiliki karakter 
atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan 
melekat kuat sebagai komponen pencitraan suatu kawasan. 

21. Kawasan Strategis Pariwisata Kota, yang selanjutnya 
disingkat KSPK, adalah kawasan yang memiliki fungsi 
utama panwtsata atau memiliki potensi untuk 
pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh 
penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan 
ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya 
alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan 
keamanan. 

22. Perwilayahan Pembangunan Kota, yang selanjutnya 
disingkat PPK, adalah hasil perwilayahan pembangunan 
Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPK, KPPK, 
dan KSPK. 

23. Rencana lnduk Pembangunan Kepariwisataan Kota, yang 
selanjutnya disebut RIPPAR-KOTA, adalah dokumen 
perencanaan pembangunan Kepariwisataan di Kota Sibolga 
dalam kurun waktu sejak Tahun 2020 sampai dengan 
Tahun 2025. 

24. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk 
meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran 
masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam 
memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan 
melalui kegiatan Kepariwisataan. 

BAB II 

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP 

Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup 

Pasal 2 

Ruang lingkup RIPPAR-KOTA meliputi:  

a. pembangunan Destinasi Pariwisata; 

b. pembangunan pemasaran Pariwisata; 

c. pembangunan industri Pariwisata; dan 

d. pembangunan kelembagaan Kepariwisataan. 

Bagian.... 



Bagian Kedua 
Prinsip 

Pasal 3 

Pembangunan Kepariwisataan Kota dilaksanakan berdasarkan 
prinsip: 

a. pembangunan pariwisata yang bertanggungjawab; 

b. pembangunan pariwisata terpadu; 

c. pembangunan pariwisata berbasis masyarakat; 

d. pembangunan pariwisata beridentitas lokal Sibolga, berdaya 
sa.ing lntemasional; 

e. pembangunan pariwisata berkelanjutan. 

BAB Ill 
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 4 

{I) Pembangunan Kepariwisataan 
berdasarkan RIPPAR-KOTA. 

Kota dilaksanakan 

(2) RIPPAR-KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (!)  

memuat: 

a. Visi dan Misi; 

b. Tujuan; 
c. Sasaran; 
d. Kebijakan; 
e. Strategi; 
f. Rencana Pembangunan Perwilayahan Pariwisata; 
g. Program; dan 
h. Mekanisme Pengendalian. 

Bagi an Ked u a 
Visi dan Misi Pembangunan Kepariwisataan 

Paragraf l 
Visi 

Pasal 5 

Visi Pembangunan Kepariwisalaan Kola Sibolga adalah 
terwujudnya Kota Sibolga sebagai destinasi wisata bahari yang 
berdaya saing, menyejahterakan masyarakat, dan 
berkelanjutan. 

Paragraf 2.... 



Paragraf 2 
Misi 

Pasal 6 

Misi Pembangunan Kepariwisataan Kota meliputi : 

a. membangun wisata bahari (pulau-pulau kecil) didukung 
wisata sejarah dan budaya Negeri Berbilang Kaum yang 
unggul di pesisir barat Sumatera untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan lingkungan 
yang berkelanjutan. 

b. membangun industri wisata bahari yang bertanggung jawab 
terhadap lingkungan, beridentitas lokal Negeri Berbilang 
Kaum dan berdaya saing. 

c. membangun pemasaran yang sinergis, terpadu dan 
bertanggung jawab untuk membangun citra Kota Sibolga 
sebagai destinasi wisata bahari di pesisir barat Sumatera 
didukung wisata sejarah dan budaya Negeri Berbilang Kaum 
berdaya saing. 

d. membangun kelembagaan secara parsitipatif dalam 
mewujudkan keterpaduan pembangunan dan percepatan 
terwujudnya sebagai destinasi wisata bahari berdaya saing. 

Bagian Ketiga 
Tujuan Pembangunan Kepariwisataan 

Pasal 7 

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Kota meliputi: 

a. mengembangkan destinasi bahari sebagai destinasi 
unggulan, didukung wisata sejarah dan budaya Negeri 
Berbilang Kaum berbasis masyarakat dan mendorong 
berkembangnya daya tarik wisata lain; 

b. meningkatkan keterpaduan pembangunan lintas sektor 
mulai dari akses, moda transportasi, prasarana, fasilitas 
umum, dan fasilitas pariwisata untuk meningkatkan 
konektivitas dan kualitas pelayanan berdaya saing dalam 
mendorong investasi wisata bahari; 

c. mengembangkan industri wisata bahari berdaya saing yang 
bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan 
budaya Negeri Berbilang Kaum; 

d. membangun struktur industri pariwisata yang kuat dan 
beridentitas lokal Sibolga Negeri Berbilang Kaum melalui 
pembangunan kemitraan di tingkat lokal, regional, nasional, 
dan internasional, terpadu menghargai dan melestarikan 
nilai-nilai kearifan lokal; 

e. meningkatkan.... 



e. meningkatkan keterpaduan pemasaran berbasis digital 
tourism bersama-sama dengan pemerintah, provinsi 
maupun lintas pelaku dengan target membangun citra 
sebagai destinasi wisata bahari dan budaya Negeri Berbilang 
Kaum berdaya saing; 

f. mewujudkan sistem pemasaran yang efektif dan 
bertanggung jawab untuk mendorong kunjungan wisatawan 
yang berkualitas; 

g. mewujudkan organisasi dan sumber daya manusia yang 
andaJ dan berkompetensi untuk mendorong percepatan 
perwujudan sebagai destinasi wisata bahari berdaya saing; 

h. mewujudkan tata kelola wisata bahari untuk mewujudkan 
keterpaduan pembangunan kepariwisataan Kota Sibolga. 

Bagian Keempat 
Sasaran Pembangunan Kepariwisataan 

Pasal 8 

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah Kota Sibolga 
mewujudkan peningkatan : 

a. kunjungan wisatawan nusantara; 

b. kunjungan wisatawan mancanegara; 

c. lama kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; 

d. produk domestik bruto di bidang kepariwisataan; 

Bagian Kelima 
Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan 

Pasal9 

Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Kota Sibolga meliputi: 
a. pengembangan pembangunan kepariwisataan kota 

berdasarkan tiga kekuatan utama yaitu alam (khususnya 
bahari), budaya atau sejarah, dan buatan; 

b. peningkatan kualitas DPK, KPPK, dan KSPK; 

c. diversifikasi produk wisata; 

d. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan 
fasilitas pariwisata sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
dan wisatawan; 

e. pengembangan fasilitas wisata di setiap daya tarik wisata 
sesuai dengan kebutuhan dan konsep pengembangan setiap 
daya tarik wisata; 

f. peningkatan kualitas aksesibilitas dari pusat pelayanan 
menuju daya tarik wisata; 

g. pengembangan industri pariwisata dalam iklim yang sehat 
dan berpihak pada lokal, serta bermuara pada 
kesejahteraan masyarakat; 

h. pengembangan .... 



h. pengembangan pemasaran pariwisata yang bertanggung 
jawab untuk mendorong kunjungan wisatawan yang 
berkualitas; 

i. pengembangan penerapan prinsip pembangunan pariwisata 
berkelanjutan; 

J. pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dengan 
peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan 
kemitraan pariwisata; 

k. peningkatan pembangunan sarana 
pariwisata yang berbasis mitigasi 
memperhatikan rambu-rambu dalam 
setempat; 

I. keberpihakan anggaran sektor pariwisata; dan 

m. mendorong pengembangan kemitraan dengan pemangku 
kepentingan lainnya. 

BABIV 
STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 

Pasal 10 

Strategi Pembangunan Kepariwisataan Kota metiputi : 

a. Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata; 

b. Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata; 

c. Strategi Pembangunan Industri Pariwisata; dan 

d. Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan. 

Bagian Kesa tu 
Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota 

Pasal 1 1  

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata terdiri atas : 
a. perwiJayahan pembangunan pariwisata; 
b. pembangunan Daya Tarik Wisata; 
c. pembangunan aksesibilitas pariwisata; 
d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan 

fasilitas pariwisata; 
e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; 
f. pengembangan investasi di bidang pariwisata. 

Pasal 12 

(1) Strategi perwilayahan pembangunan pariwisata 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11  huruf a meliputi: 
a. penetapan DPK; 
b. penetapan KPPK; dan 
c. penetapan KSPK. 

/2) DPK.... 

dan prasarana 
bencana, dengan 
kawasan Lind ung 



(2) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a 
ditentukan berdasarkan pertimbangan : 

a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah 
kecamatan atau lintas kecamatan yang di dalamnya 
terdapat kawasan pengembangan pariwisata tingkat 
kota/kabupaten; 

b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas atau 
dikenal secara regional, serta membentuk jejaring 
produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk 
dan pola kunjungan wisatawan; 

c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang 
mendukung penguatan daya saing; 

d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan 
infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan 
dan kegiatan Kepariwisataan; dan 

e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait. 

(3) KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b 
ditentukan berdasarkan pertimbangan : 

a. merupakan ruang pariwisata yang mencakup luasan 
area tertentu sebagai suatu kawasan dengan 
komponen Kepariwisataan; dan 

b. memiliki kara.kter atau tema produk wisata tertentu 
yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen 
pencitraan kawasan tersebut. 

(4) KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf c 
ditentukan berdasarkan pertimbangan: 

a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi 
pengembangan pariwisata; 

b. memiliki sumber daya pariwisata potensia] untuk 
menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra 
yang sudah dikenal secara luas; 

c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun 
mancanegara; 

d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak 
investasi; 

e. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga 
fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; 

f. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat; 

g. memiliki kekhususan dari wilayah; 

h. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan 
utama dan pasar wisatawan potensial nasional 
maupun regional; dan 

i. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa 
depan. 

Pasal 13 .... 



Pasal 13 

(1) Strategi pembangunan daya tarik wisata sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11  huruf b meliputi : 

a. menetapkan dan men gem bangkan daya tarik wisata 
berbasis wisata bahari dan pulau-pulau kecil, pesisir, 
pantai, budaya atau sejarah, dan wisata alam 
pegunungan; 

b. mengembangkan keterpaduan pembangunan dengan 
daya tarik wisata nasional dan daya tarik wisata 
provinsi; 

c. mengembangkan interpretasi sesuai tema daya tarik 
dan jalur wisata tematik DPK; 

d. merencanakan dan menerapkan informasi terpadu 
antara daya tarik wisata yang memiliki keterkaitan 
tema; 

e. mengembangkan program wisata bahari dan budaya 
pesisir sebagai unggulan destinasi wisata Kota Sibolga 
dengan berbagai atraksi dan paket-paket wisata yang 
menarik; 

f. mengembangkan program wisata bahari pulau-pulau 
kecil; 

g. mengembangkan program wisata edukatif dan kreatif 
pada daya tarik wisata budaya berbasis pesisir, 
peninggaJan sejarah, dan adat-istiadat khas Kota 
Sibolga; 

h. mengembangkan inovasi manajemen produk dan 
kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong 
akselerasi perkembangan DPK; 

i. memperkuat upaya konservasi pada pulau-pulau kecil, 
pantai, dan pesisir; dan 

j. Pengembangan kawasan dan daya tarik wisata yang 
bersih, indah, nyaman, dan bebas sampah. 

(2) Daftar dan peta sebaran daya tarik wisata Kota Sibolga 
sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 14 

Strategi pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 1  huruf c meliputi : 

a. meningkatkan ketersediaan dan kecukupan kapasitas 
angkut moda transportasi sebagai sarana pergerakan 
wisatawan menuju destinasi Kota Sibolga dan pergerakan 
wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan 
perkembangan pasar wisatawan; 

b. meningkatkan keragaman jenis moda transportasi menuju 
destinasi Kota Sibolga dan pergerakan wisatawan saat 
berwisata di Sibolga; 

c. meningkatkan.... 



c. meningkatkan jumlah dan kualitas angkutan laut sebagai 
angkutan wisata menuju destinasi pulau-pulau kecil 
unggulan; 

d. mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan 
dan menjamin keselamatan moda transportasi menuju 
destinasi Kola Sibolga dan pergerakan wisatawan saat 
berwisata di Sibolga; 

e. mengembangkan transportasi terpadu yang 
menghubungkan bandara atau pelabuhan dengan pusat 
pelayanan primer dan sekunder pariwisata di Kota Sibolga; 

f. mendorong dan bersama-sama dengan pemkab Tapanuli 
Tengah untuk mengembangkan rute dan frekuensi 
penerbangan langsung dari pintu utama wisatawan dan 
merintis penerbangan langsung dari sumber pasar 
wisatawan mancanegara, khususnya negara tetangga, yaitu 

Singapura dan Malaysia; 

g. mengembangkan akses jalan darat yang berkualitas yang 
menghubungkan dengan destinasi superprioritas nasional 
Danau Toba untuk menangkap luberan wisatawan dari 
kawasan tersebut; 

h. menetapkan standar kenyamanan, keselamatan dan 
keamanan bagi moda transportasi laut, udara, dan darat di 
destinasi pariwisata Kota Sibolga. 

Pasal 15 

Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan 
fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal I I 
huruf d meliputi : 

a. meningkatkan penyediaan dan pengelolaan prasarana 
umum dan fasilitas umum di pusat pelayanan pariwisata 
primer (kota) dan daya tarik wisata di DPK, KPPK, dan 
KSPK; 

b. meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan energi 
list:rik dan air bersih untuk pariwisata yang berdaya saing 
global; 

c. mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta, pengelola 
daya tarik wisata, dan masyarakat dalam pembangunan 
prasarana umum dan fasilitas umum di daya tarik wisata, 
DPK, KPPK, dan KSPK; 

d. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan 
prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 
dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan; 

e. meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan 
prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 
atas inisiatif swasta; 

f. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan 
antara pemerintah dan swasta; 

g. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian 
pengelolaan daya tarik wisata; 

h. menetapkan.... 



h. menetapkan dan mengembangkan standar bangunan berciri 
khas lokal pesisir dan pelayanan berkarakter budaya dan 
nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat di Kota 
Sibolga; 

i. membangun fasilitas akomodasi, fasilitas makan dan 
minum, fasilitas perjalanan wisata, dan fasilitas informasi 
yang berdaya saing dan ramah lingkungan; 

J. mempercepat peningkatan pembangunan fasilitas 
akomodasi berkelas bintang; 

k. mempercepat peningkatan pembangunan fasilitas 
akomodasi berkelas nonbintang dan homestay beridentitas 
lokal di kelurahan kampung wisata dan pulau-pulau kecil 
unggulan; 

I. mengendalikan pembangunan fasilitas pariwisata di daerah 
sempadan pantai, pulau-pulau kecil dan sempadan lainnya 
dengan memperhatikan kepentingan masyarakat; 

m. mengembangkan homestay di KSPK. 

Pasal 16 

( I )  Strategi pembangunan pemberdayaan masyarakat melalui 
kepariwisataan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 1  
huruf e meliputi: 

a. strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas, dan 
partisipasi masyarakat; 

b. strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas 
sumber daya lokal; 

c. strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian 
insentif; 

d. strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar 
usaha; 

e. strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk 
industri kecil dan menengah, dan usaha pariwisata 
skala usaha mikro, kecil, dan menengah; 

f. strategi untuk peningkatan akses dukungan 
permodalan; 

g. strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran 
masyarakat serta pemangku kepen tingan. 

(2) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas, dan 
partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I )  hurufa, meliputi: 

a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan dan 
peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam 
pengembangan kepariwisataan; 

b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat 
lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan 

c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah 
di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran 
masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan. 

(3) Strategi.... 



(3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber 
daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b, 
meliputi : 

a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya 
lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan 
dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui 
pariwisata; 

b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui 
desa atau kampung wisata; 

c. meningkatkan kualitas produk usaha kecil dan 
menengah sebagai komponen pendukung produk 
wisata di destinasi pariwisata dan meningkatkan 
kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala 
usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan 
masyarakat lokal. 

(4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian 
insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, 
meliputi : 

a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi 
pengembangan industri kecil dan menengab dan usaha 
pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; 

b. mendorong pelindungan terhadap kelangsungan 
industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata 
skala usaha mikro, kecil dan menengah di destinasi 
pariwisata. 

(5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar 
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
meliputi: 

a. mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan 
dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, 
kecil dan menengah; dan 

b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan 
menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang 
dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah 
dalam memenuhi standar pasar wisatawan. 

(6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk 
industri kecil dan menengah, dan usaha pariwisata skala 
usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( I) huruf e dilakukan melalui penguatan akses 
dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha 
pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengab dengan 
sumber potensi pasar dan informasi global. 

(7) Strategi.... 



(7) Strategi untuk peningkatan akses dukungan permodalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f, meliputi : 

a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan 
terhadap akses permodalan bagi usaha priwisata skala 
usaha mikro, kecil dan menengah dalam 
pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 

b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk 
mendukung perkembangan industri kecil dan 
menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, 
kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata. 

(8) Strategi untuk peningkatan kesadaran 
masyarakat serta pemangku kepentingan 
dimaksud pada ayat (I) huruf g, meliputi : 

a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat 
tentang sadar wisata dan sapta pesona (aman, tertib, 
bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan) dalam 
mendukung pengembangan Kepariwisataan di Kota 
Sibolga; 

b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam 
mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim 
kondusif kepariwisataan di Kata Sibolga; 

c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dalam 
menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; 

d. mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga 
kebersihan lingkungan dan daya tarik, serta kawasan 
wisata. 

Pasal 17 

dan peran 
sebagaimana 

(I) Strategi pengembangan investasi di bidang pariwisata 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1  huruff meliputi : 

a. strategi untuk peningkatan pemberian insentif 
investasi di bidang pariwisata; 

b. strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di 
bidang pariwisata; 

c. strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang 
pariwisata. 

(2) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di 
bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  
huruf a, meliputi: 

a. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk 
menarik investasi modal asing di bidang pariwisata; 
dan 

b. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk 
mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata. 

(3) Strategi.... 



(3) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang 
pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
meliputi: 

a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang 
pariwisata; dan 

b. melaksanakan perbaikan regulasi peraturan yang 
menghambat perizinan sektor pariwisata. 

(4) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang 
pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf c, 
meliputi: 

a. menyediakan infonnasi peluang investasi di destinasi 
wisata Kota Sibolga; 

b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di 
dalam negeri dan di luar negeri; dan 

c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang 
pariwisata dengan sektor terkait. 

Bagian Kedua 
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata 

Pasal 18 

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata terdiri atas : 

a. peningkatan daya saing produk pariwisata; 

b. pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan 
fasilitas pariwisata; 

c. pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa 
transportasi; 

d. pengembangan skema kerjasama; 

e. pengembangan manajemen dan pelayanan usaha 
pariwisata yang kredibel dan berkualitas; 

f. pengembangan manajemen usaha pariwisata. 

Pasal 19 

Strategi peningkatan daya saing produk pariwisata 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi : 

a. pengembangan manajemen atraksi dan daya tarik wisata; 

b. memperbaiki kualitas interpretasi; 

c. menguatkan kualitas produk wisata; dan 

d. meningkatkan pengemasan produk wisata. 

Pasal 20.... 



PasaJ 20 

Strategi pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan 
layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18 huruf b meliputi: 

a. mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi 
usaha pariwisa.ta; 

b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong 
pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil 
danmenengah;dan 

C. mendorong pemberian insentif untuk 
produk dan tema yang memiliki keunikan 
lokal di Kota Sibolga. 

Pasal 21  

menggunakan 
dan kekhasan 

Strategi pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa 
transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c 
dilaksanakan melalui peningkatan pelayanan usaha 
transportasi pariwisata. 

PasaJ 22 

Strategi pengembangan skema kerjasama sebagaimana 
dimaksud dalam PasaJ 18 huruf d dilakukan melalui penguatan 
kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera 
Utara dan kerja sama lintas kota/kabupaten, dunia usaha dan 
masyarakat. 

PasaJ 23 

Strategi pengembangan manajemen dan pelayanan usaha 
pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi : 

a. penerapan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata 
yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar 
internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber 
daya lokal; 

b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam 
transaksi bisnis secara elektronik; dan 

c. mendukung penjarninan ·usaha melalui regulasi dan 
fasilitasi. 

PasaJ 24 

Strategi pengembangan manajemen usaha pariwisata 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruff meliputi: 

a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau disepanjang mata 
rantai usaha pariwisata di Kota Sibolga; dan 

b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang perduli 
terhadap pelestarian lingkungan dan budaya pesisir. 

Pasal 20.... 



Bagian Ketiga 
Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata 

Pasal 25 

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata terdiri atas : 
a. pengembangan pasa.r wisatawan melalui pe.mantapan 

segmen pasa.r wisatawan wisata bahari dan pengembangan 
segmen ceruk pasar; 

b. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kota Sibolga; 

c. peningkatan citra pariwisata Kota Sibolga sebagai destinasi 
pariwisata bahari yang aman, nyaman, dan berdaya saing; 

d. pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis. 
berkesinambungan dan berkelanjutan; 

e. penguata.n dan perluasan promosi pariwisata di dalarn 
negeri; 

f. promosi pariwisata Kota Sibolga di luar negeri. 

Pasal 26 

Strategi pengembangan pasar wisatawan melalui pemantapan 
segmen pasar wisatawan wisata bahari dan pengembangan 
segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
huruf a meliputi: 

a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung 
penciptaan destinasi pariwisata prioritas di Kota Sibolga; 

b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada 
pasar utama, baru, dan berkembang; 

c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk 
meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar; 

d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; 

e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh 
destinasi pariwisata Kota Sibolga; dan 

f. mendorong pemasaran wisata konvensi, insentif dan 
pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain. 

Pasal 27 

Strategi peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kota 
Sibolga sebagairnana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b 
meliputi: 

a. meningkatkan dan memantapkan posisi citra pariwisata 
Kota Sibolga diantara para pesaing, yang didasarkan pada 
kekuatan-kekuatan utama yang meliputi: 

a. karakter geografis wilayah Kota Sibolga sebagai wisata 
bahari, pesisir/pantai, pulau-pulau, pusat perikanan, 
perdagangan, keanekaragaman budaya dan kearifan 
lokal; 

b. peninggalan sejarah; 
c. kekayaan kuliner. 

b. meningkatkan.... 



b. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra 
pariwisata destinasi pariwisata di Kola Sibolga didasarkan 
kepada kekuatan-kekuatan utama yang dirniliki setiap 
kawasan atau daya tarik wisata. 

Pasal 28 

Strategi peningkatan citra pariwisata Kota Sibolga sebagai 
destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilaksanakan 
melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi. 

Pasal 29 

Strategi pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, 
berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 huruf d dilaksanakan melalui keterpaduan 
sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata baik 
tingkat nasional, provinsi, regional Sumatera hingga nasional, 
dan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang 
bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab 
terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan, dan 
wisatawan. 

Pasal 30 

Strategi penguatan dan perluasan promosi pariwisata di dalam 
negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e 
dilaksanakan dengan cara membentuk, mendukung, dan 
memperkuat Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kola 
Sibolga. 

Pasal 31 

Strategi promosi pariwisata Kota Sibolga di luar negeri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dilakukan 
melalui kantor Kedutaan-Kedutaan Indonesia, khususnya 
negara-negara tetangga ASEAN. 

Bagian Keempat 
Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan 

Pasal 32 

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan terdiri 
atas: 
a. penguata.n organisasi kepariwisataan; 

b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata; 

c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pariwisata. 

Pasal 33.... 



Pasal 33 

Strategi penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi : 

a. menguatkan tata kelola organisasi. 

b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan program pembangunan kepariwisataan; 

c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi 
program pembangu.nan kepariwisataan baik secara internal 
maupun lintas sektor; 

organisasi bidang 
Pemerin tah Kota 

fungsi 
tingkat 

d. menguatkan struktur dan 
pengembangan destinasi di 

Sibolga; 

e. memfasilitasi terbentuknya organisasi kemasyarakatan 
pada tingkat destinasi wisata; 

f. menguatkan kemitraan antara organisasi kemasyarakatan 
di tingkat destinasi dan pemerintah dalam pembangunan 
kepariwisataan Kota Sibolga; 

g. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang 
pemasaran di tingkat pemerintah daerah; 

h. membentuk badan promosi pariwisata daerah Kota Sibolga; 

1. membentuk dan menjalin kerja sama dengan asosiasi 
kepariwisataan yang terkait; 

J. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata 
Daerah (BPPD) Kota Sibolga dan Pemerintah Provinsi 
Sumatera Utara maupun Pemerintah dalam pembangunan 
kepariwisataan Kota Sibolga; 

k. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang industri 
pariwisata di tingkat pemerintah daerah; 

I. pembentukan dan penguatan kerja sama antara gabungan 
industri pariwisata Kota Sibolga dan pemerintah dalam 
pembangunan kepariwisataan Kota Sibolga. 

Pasal 34 

Strategi pembangunan sumber daya manusia pariwisata 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi: 

a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai; 

b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia 
yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi 
utama pariwisata Kota Sibolga; 

c. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang 
kepariwisataan. 

Pasal 35.... 



Pasal 35 

Strategi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan 
pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c 
meliputi: 

a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan 
peningkatan investasi di bidang pariwisata; 

b. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka 
pengembangan pasar baru dan pengembangan produk; 

c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan 
penguatan citra pariwisata Kota Sibolga; 

d. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan 
kemitraan pemasa.ran pariwisata Kata Sibolga; 

e. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran 
promosi pariwisata Kata Sibolga di luar negeri; 

f. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan industri 
pariwisata; 

g. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya 
saing produk pariwisata; 

h. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan 
kemitraan usaha pariwisata; 

i. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan 
kredibilitas bisnis; 

j. meningkatkan penelitian dala.m rangka pengembangan 
tanggung jawab terhadap lingkungan; 

k. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan 
organisasi kepariwisataan; 

l. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan 
sumber daya manusia pariwisata. 

BAB V 

RENCANA PEMBANGUNAN PERWILAYAHAN PARIWISATA 

Pasal 36 

Rencana Pembangunan Perwilayahan Pariwisata Kota Sibolga 
terdiri atas : 

a. Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata; 

b. Rencana DPK; 

c. Rencana KPPK; dan 

d. Rencana KSPK. 

Bagian.... 



Bagian Kesatu 
Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata 

Pasal 37 

( I )  Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi : 

a. pusat pelayanan primer; dan 

b. pusat pelayanan sekunder. 

(2) Pusat pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a terletak di Kecamatan Sibolga Kota. 

(3) Pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b terletak di Kecamatan Sibolga Utara, 
Sibolga Selatan dan Sibolga Sambas. 

Bagi an Ked ua 
Rencana Destinasi Pariwisata Kota 

Pasal 38 

( I) Rencana DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
huruf b adalah DPK 1 Teluk Tapian Nauli (Pulau-pulau 
kecil) dan DPK 2 Kawasan Kota. 

(2) Rencana DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (!)  

digambarkan dalam peta dan tercantum dalam Lampiran 11 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

Bagian Ketiga 
Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK) 

Pasal 39 

(I) Rencana KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
huruf c meliputi : 

a. KPPK I Teluk Tapian Nauli; 

b. KPPK 2 Kota dan sekitarnya; 

c. KPPK 3 Pegunungan dan sekitamya. 

(2) Rencana KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
digambarkan dalam peta dan tercantum dalam Lampiran 
Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

Bagian.... 



Bagian Keempat 
Rencana Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) 

Pasal 40 

(I )  Rencana KSPK sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 35 
huruf d meliputi : 

a. KSPK 1 Pulau-pulau kecil (Pulau Poncan Gadang, 
Pulau Poncan Ketek, Pulau Sarudik, Pulau Panjang 
(Sendok), dan sekitamya); 

b. KSPK 2 Pantai Ujung, Pantai Pelabuhan Lama, 
Jembatan Lingkar Serasi, dan sekitarnya; 

c. KSPK 3 Tangga Seratus, Bukit Pancuran Gerobak, dan 
Puncak TOR Simarbarimbing. 

(2) Rencana KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

digambarkan dalam peta dan tercantum dalam Lampiran 
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

BABVI 

PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 

Pasal 41 

Program Pembangunan Kepariwisataan Kota meliputi : 

a. Program Pembangunan Destinasi Pariwisata; 

b. Program Pembangunan Industri Pariwisata; 

c. Program Pembangunan Pemasa.ran Pariwisata; dan 

d. Program Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan. 

Pasal 42 

Program pembangunan kepariwisataan kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 memuat : 

a. strategi program pembangunan kepariwisataan yang 
mendukung implementasi strategi pembangunan 
kepariwisataan daerah; 

b. indikasi program atau rencana pembangunan 
kepariwisataan daerah; 

c. kegiatan atau program pembangunan kepariwisataan 
daerah; 

d. tahun pelaksanaan program pembangunan kepariwisataan 
daerah; 

e. indikator.... 



e. indikator capaian pembangunan kepariwisataan daerah; 
dan 

f. pemangku kepentingan terkait pada pelaksanaan program. 

Pasal 43 

( I) lndikasi program atau rencana pembangunan 
kepariwisataan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
41 huruf b dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) 

(2) lndikasi program atau rencana sebagairnana dirnaksud 
pada ayat (I) dilaksanakan dalam kurun waktu 2020­ 
2025. 

(3) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
memuat rencana, arahan program aksi, tahun tahapan 
pelaksanaan, instansi pelaksana terkait, dan target 
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 44 

{I) Perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi di bidang Kepariwisataan bertanggungjawab atas 
koordinasi pelaksanaan indikasi program pembangunan 
Kepariwisataan Kota. 

(2) Pelaksanaan indikasi program sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat melibatkan swasta dan masyarakat. 

BAB VU 

MEKANISME PENGENDALIAN 

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 

Pasal 45 

Mekanisme pengendalian pembangunan kepariwisataan kota 
meliputi : 

a. tujuan dan sasaran; 

b. aspek; 

c. indi.kator dan tolak ukur; 

d. tim; dan 
e. prosedur. 

Pasal 46.... 



Pasal 46 

Tujuan dan sasaran pengendalian pembangunan 
kepariwisataan kota sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 45 
huruf a untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran 
RJPPAR-KOTA. 

Pasal 47 

Aspek pengendalian pembangunan kepariwisataan kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi : 

a. ketentuan zonasi; 

b. ketentuan perizinan; 

c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan 

d. arahan sanksi. 

Pasal 48 

Indikator dan tolak ukur pelaksanaan pengendalian 
pembangunan kepariwisataan kota sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 huruf c, terdiri atas : 

a. kesesuaian pembangunan kepariwisataan kota dengan 
ketentuan zonasi; 

b. kesesuaian pembangunan kepariwisataan kota dengan 
ketentuan perizinan; 

c. pemberian insentif dan disinsentif; dan 

d. adanya arahan sanksi yang diberlakukan terhadap tindakan 
yang tidak sesuai dengan RIPPAR-KOTA. 

Pasal 49 

Tim yang bertanggung jawab dalam pengendalian 
pembangunan kepariwisataan kota sebagairnana dimaksud 
dalarn Pasal 45 huruf d perangkat daerah yang melaksanakan 
tugas pokok dan fungsi di bidang kepariwisataan. 

Pasal 50 

(1) Pengendalian pembangunan kepariwisataan kota 
sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 45 huruf e dilakukan 
oleh perangkat Daerah yang melaksanakan arahan 
kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan. 

(2) Pelaksanaan terhadap pengendalian 
kepariwisataan sebagaimana dirnaksud 
dilaporkan kepada Wali Kota. 

pembangunan 
pada ayat (I) 

(3) Pengendalian.... 



(3) Pengendalian pembangunan kepariwisataan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan cara : 

a. pencegahan tindakan yang tidak sesuai dengan 
RIPPAR-KOTA; dan 

b. penanggulangan atas tindakan yang tidak sesuai 
dengan RIPPAR-KOTA. 

(4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
terdiri atas : 

pembangunan bidang di a. sosialisasi regulasi 
kepariwisataan kota; 

b. pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan 
kepariwisataan kota; dan 

c. pemantauan kegiatan pembangunan kepariwisataan. 

(5) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b terdiri atas : 

a. penertiban kegiatan yang tidak sesuai dengan RJPPAR­ 
KOTA; 

b. pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan 
perundang-undangan; dan 

c. evaluasi program pembangunan kepariwisataan kota. 

Pasal 51 

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengendalian 
pembangunan Kepariwisataan Daerah diatur dengan Peraturan 
Wali Kota. 

BAB VIII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 52 

(1) Pembiayaan pelaksanaan RJPPAR-KOTA bersumber dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan 

b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pelaksanaan 
RIPPAR-KOTA diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

BAB IX .... 



BAB IX 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 53 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kata Sibolga. 

Ditetapkan di Sibolga 
pada tanggal 16 Oktober 2020 

WALi KOTA SlBOLGA, 

dto. 

M. SYARFI HUTAURUK 

Diundangkan di Sibolga 
pada tanggaJ 16 Oktober 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA, 

dto. 

MHD. YUSUF BATUBARA 

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2020 NOMOR 3 1  

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINSI 
SUMATERA UTARA (3-94/2020) 

Salinan sesuai dengan aslinya 

. KE 

4> 
l
;f  o" 
z\ se' 

. 

$ 

KHAJ 

2 1  200903 2 007 
RITONGA S.H.  M.M.  



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA 
NOMOR 3 TAHUN 2020 

TENTANG 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 
KOTA SIBOLGA TAHUN 2020-2025 

I. UMUM 

Pariwisata memiliki potensi untuk menciptakan peluang lapangan 
pekerjaan, mendorong pengembangan sosial budaya, sekaligus untuk 
mempromosikan citra bangsa di luar negeri. Peran sektor Pariwisata 
da1am menunjang perekonomian saat ini memiliki kecenderungan untuk 
mengalami peningkatan pada level daerah maupun nasional. Hal tersebut 
tentunya memiliki dampak positif bagi peningkatan pendapatan 
masyarakat. Maka dari itu, diperlukan adanya komitmen dan keseriusan 
dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mendayagunakan sektor 
pariwisata, tidak hanya sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga 
dalam rangka pelestarian dan penguatan karakter lokal. Harapannya, 
pembangunan kepariwisataan dapat mendorong peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dan adanya pembangunan yang 
berkelanjutan. 

Adanya pembangunan kepariwisataan yang sistematis tentu dapat 
menunjang pembangunan daerah. Untuk itu, dibuatlah suatu rencana 
pembangunan kepariwisataan daerah, yang clisusun dalam bentuk 
Peraturan Daerah tentang Rencana lnduk Pembangunan Kota 
(RIPPAR-KOTA) sebagai dasar pengaturan pembangunan kepariwisataan 
yang sinergis dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan Kota. Hal-hal 
pokok yang menjadi fokus pengaturan meliputi destinasi pariwisata, 
pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan 
kepariwisataan. RlPPAR-KOTA ini menjadi acuan dalam pembangunan 
kepariwisataan yang berkelanjutan di Kota Sibolga. 

RIPPAR-KOTA ini dapat sekaligus menjadi sarana untuk melindungi dan 
memajukan potensi lokal, sehingga dapat pula menjadi ciri khas 
tersendiri bagi Kota Sibolga. Dengan adanya semangat terse but, 
diharapkan masyarakat lokal juga dapat dilibatkan secara aktif dalam 
pembangunan kepariwisataan di Kota Sibolga. Dengan demikian, 
perkembangan kepariwisataan di daerah tentu juga akan mendorong 
adanya kemandirian bagi daerah serta pemerataan kesejahteraan 
masyarakat melalui sektor pariwisata. Pada akhirnya, perencanaan yang 
matang dan sistematis rnelalui RIPPAR-KOTA ini diharapkan dapat 
mendorong adanya iklim yang kondusif bagi seluruh pemangku 
kepentingan yang terlibat dalam pembangunan kepariwisataan di Kota 
Sibolga. 



II. PASAL DEMI PASAL 

Pasa.l I 
Cukupjelas 

Pasa.l 2 
Cukupjelas 

Pasal 3 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan "pembangunan kepariwisataan yang 
bertanggung jawab adalah bahwa pembangunan 
kepariwisataan haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 
sebagai bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan 
masa mendatang. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan "pembangunan kepariwisataan terpadu" 
adalah bahwa pembangunan kepariwisataan haruslah 
dilakukan secara lintas pelaku, lintas sektor, dan lintas 
wilayah, sehingga dapat tercipta adanya pembangunan 
kepariwisataan yang sistematis dan harmonis pada seluruh 
sektor dalam mendukung upaya perencanaan, pengelolaan, dan 
pengendalian pembangunan kepariwisataan Kota Sibolga. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan "pembangunan kepariwisataan berbasis 
masyarakat" adalah bahwa pembangunan kepariwisataan di 
Kota Sibolga haruslah melibatkan partisipasi dan membuka 
peluang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam rangka 
meningkatkan kualitas hid up masyarakat melalui 
kepariwisataan. 

Huruf d 
Yang climaksud dengan "pembangunan kepariwisataan 
beridentitas lokal Sibolga, berdaya saing adalah bahwa 
pembangunan kepariwisataan diharapkan mengedepankan 
etika sosial dan budaya berbasis Negeri Berbilang Kaum, 
menjadikan norma agama, sosial, dan kara.kter budaya lokal 
dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian 
kepariwisataan, sehingga dapat menjadi ciri khas untuk 
bersaing di dunia intemasional. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan "pembangunan kepariwisataan 
berkelanjutan" adalah bahwa pembangunan kepariwisataan 
haruslah dilakukan beriringan dengan upaya pelestarian 
terhadap lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga 
manfaat yang diperoleh tidak hanya dapat dinikmati oleh 
generasi sekarang, tetapi juga oleh generasi yang akan datang. 



Pasal 4 

Cukupjelas 

Pasal 5 

Cukupjelas 

Pasal 6 

Cukupjelas 

Pasal 7 

Cukupjelas 

Pasal 8 

Cukup jelas 

Pasal 9 

Cukupjelas 

Pasal 10 

Cukupjelas 

Pasal 1 1 
Cukupjelas 

Pasal 12 

Cukupjelas 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas 

Pasal 15 

Cukupjelas 

Pasal 16 
Cukupjelas 

Pasal 17 
Cukupjelas 

Pasal 18 

Cukupjelas 

Pasal 19 

Cukup jelas 

Pasal 20 

Cukupjelas 



Pasal 21 
Cukupjelas 

Pasal 22 
Cukupjelas 

Pasal 23 
Cukupjelas 

Pasal 24 
Cukupjelas 

Pasal 25 
Cukupjelas 

Pasal 26 
Huruf a 

Cukupjelas 

Huruf b 

Cukupjelas 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan "promosi berbasis tema tertentu antara 
lain wisata bahari dan pulau-pulau kecil. 

Huruf d 

Cukupjelas 

Huruf e 

Cukupjelas 

Pasal 27 
Cukup jelas 

Pasal 28 
Cukupjelas 

Pasal 29 
Cukupjelas 

Pasal 30 
Cukupjelas 

Pasal 31 
Cukupjelas 

Pasal 32 
Cukupjelas 



Pasal 33 
Huruf a 

Cukupjelas 

Huruf b 
Cukupjelas 

Huruf c 
Cukupjelas 

Huruf d 
Cukupjelas 

Huruf e 
Cukupjelas 

Huruf f 
Cukupjelas 

Huruf g 
Cukupjelas 

Hurufh 
Cukupjelas 

Huruf i 
Yang dimaksud dengan "asosiasi kepariwisataan yang terkait" 
adalah Gabungan Pengusaha Wisata Bahari Indonesia 
(GAHAWISRJ), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Gabungan 
lndustri Pariwisata Indonesia (GIPI), Badan Promosi Pariwisata 
Daerah, Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies 

(ASITA)/ Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, dan 
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). 

Huruf j 
Cukupjelas 

Huruf k 
Cukupjelas 

Huruf 
Cukupjelas 

Pasal 34 
Cukupjelas 

Pasal 35 
Cukupjelas 



Pasal 36 

Ayat (I) 
Huruf a 

Yang ctimaksud dengan "pusat pelayanan primer" adalah 
pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pintu gerbang kota, 
pusat penyediaan fasilitas pariwisata di kota, dan pusat 
penyebaran kegiatan wisata ke bagian-bagian wilayah kota. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan "pusat pelayanan sekunder" adalah 
pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan 
pariwisata di bagian wilayah tertentu dari kota. 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasal 37 

Cukupjelas 

Pasal 38 
Cukupjelas 

Pasal 39 
Cukupjelas 

Pasal 40 

Cukupjelas 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukupjelas 

Pasal 43 

Cukupjelas 

Pasal 44 

Cukup jelas 

Pasal 45 

Cukupjelas 

Pasal 46 

Cukupjelas 



Pasa.l 47 

Cukupjelas 

Pasal 48 

Cukupjelas 

Pasa.l 49 

Cukupjelas 

Pasa.l 50 

Cukupjelas 

Pasal 51 

Cukupjelas 

Pasal 52 

Cukupjelas 
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